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A. Pendahuluan 

 

1. Umum 

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan 

secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan 

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik 

Indonesia 1945. Dengan kata lain, pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk 

menjalankan kedaulatan dan merupakan lembaga demokrasi. 

Secara teoritis pemilihan umum dianggap merupakan tahap paling awal dari 

berbagai rangkaian kehidupan tata negara yang demokratis. Sehingga pemilu 

merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik Indonesia. Sampai 

sekarang pemilu masih dianggap sebagai suatu peristiwa kenegaraan yang 

penting. Hal ini karena pemilu melibatkan seluruh rakyat secara langsung. Melalui 

pemilu, rakyat juga bisa menyampaikan keinginan dalam politik atau sistem 

kenegaraan. 

Pada tahun 2024, akan dilaksanakan Pemilihan Umum Serentak yang 

melibatkan seluruh Masyarakat Indonesia termasuk Warga Binaan 

Pemasyarakatan (WBP) sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) Undang Undang Nomor 

10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum. Salah satu hak dari Warga Binaan 

Pemasyarakatan adalah menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu tentunya Warga 

Binaan Pemasyarakatan yang dapat menggunakan hak pilihnya adalah Warga 

Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan Pemilih. 

 

Dalam rangka suksesnya dan terpenuhinya hak pilih bagi Narapidana dan 

Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak 
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(LPKA) dan Rumah Tahanan Negara dalam penyelenggaraan Pemilu dan 

Pemilihan Serentak Tahun 2024, untuk itu Kantor Wilayah Kementerian Hukum 

dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi 

Nusa Tenggara Barat perlu memperkuat sinergitas dan kolaborasi antar lembaga 

dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dimaksud di tingkat Provinsi 

Nusa Tenggara Barat 

 

2. Dasar 

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);  

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 23,Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terkahir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

193,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); 

c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6811);  

d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 2016 

tentang Sistem Data Pemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2017 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Nomor 39 Tahun 2016 tentang Sistem Data Pemasyarakatan;  



 
 

e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 65 Tahun 2016 

tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia; 

f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia; 

g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja 

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 

h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan 

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum; 

i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan 

Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi 

Data Pemilih; 

j. Nota Kesepahaman Komisi Pemilihan Umum dan Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan 

Fungsi Dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Nomor 

73/PR.07-NK/01/2022 dan Nomor M.HH-8.HH.04.05 Tahun 2022. 

 

3. Maksud dan Tujuan 

Maksud: Sebagai pedoman dalam melakukan kerja sama yang saling mendukung 

bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Barat 

dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

Tujuan: 

a. Pendataan Daftar Pemilih Tetap bagi WBP yang ada di dalam Lapas/Rutan 

lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTB  

b. Pemenuhan Hak Pilih bagi Narapidana dan Tahanan di Lembaga 

Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Rumah 

Tahanan Negara. 

c. Mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak 

Tahun 2024. 

 

 

 

 



 
 

B. Kegiatan yang Dilaksanakan 

Implementasi MoU ini dilaksanakan melalui pendataan Daftar Pemilih Tetap 

yang ada pada Lapas/Rutan se Nusa Tenggara Barat oleh Komisi Pemilihan Umujm 

Provinsi NTB. Hal ini dilakukan dalam rangka mempersiapkan data awal Pemilih 

yang sedang menjalani masa tahanan maupun masa pidana di dalam Lapas dan 

Rutan. 

 

C. Hasil yang di peroleh 

 Adapun hasil dari Pelaksanaan MoU ini antara lain : 

1. Terciptanya sinergitas dan kolaborasi antara Kantor Wilayah Kementerian 

Hukum dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka mensukseskan 

penyelenggaran Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. 

2. Terpenuhinya pemutakhiran data pemilih untuk Pemilu dan Pemilihan Serentak 

Tahun 2024. Hingga saat ini telah diperoleh data Pemilih Tetap sebagai berikut : 

No Satuan Kerja/UPT 
Jumlah DPT 

Laki-laki Perempuan 

1 Lapas Kelas IIA Lombok Barat 1.178 orang - 

2 Lapas Perempuan Kelas III  Mataram - 145 orang 

3 Lapas Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah - - 

4 LPKA Kelas II Lombok Tengah 37 orang - 

5 Lapas Kelas IIB Selong 336 orang - 

6 Lapas Kelas IIA Sumbawa Besar 555 orang - 

7 Lapas Kelas IIB Dompu 295 orang - 

8 Rutan Kelas IIB Praya 244 orang - 

9 Rutan Kelas IIB Raba Bima 352 orang - 

Catatan : Detil hasil pendataan oleh KPU terlampir 

3. Terpenuhinya Hak Pilih bagi Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai Pemilih 

pada Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. 

 

D. Simpulan dan Saran 

1. Simpulan 

Dari uraian hasil yang telah disampaikan dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pelaksanaan atau implementasi dari MoU yang telah ditandatangani dengan 

KPU berjalan dengan baik. 

 



 
 

2. Saran 

Diharapkan agar seluruh WBP dapat menggunakan hak Pilihnya secara cerdas 

dan bijak dalam mensukseskan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024, agar 

dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar.  

 

 

E. Penutup 

Demikian Laporan Pelaksanaan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kantor 

Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat ini kami sampaikan untuk 

dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

 
Dibuat di Mataram, 

Pada tanggal 18 Mei 2023 

                                                                                      a.n Kepala Kantor Wilayah 

Kepala Divisi Pemasyarakatan, 

 

 
 
 

Herman Sawiran 
NIP 196601171990011001 

 



 
 

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) 

PADA LAPAS DAN RUTAN JAJARAN KANTOR WILAYAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NTB 

 

  NO UPT 

Jumlah Penghuni per 26 Juni 
2023 

DP4 DPS DPSHP DPSHP PERBAIKAN DPT 

L P Total L P Total L P Total L P Total L P Total L P Total 

1 Lapas Kelas IIA 
Lombok Barat 1448 0 1448 0 0 0 792 0 792 771 0 771 1184 0 1184 1178 0 1178 

2 LPP Kelas III Mataram 
 0 175 175 0 145 145 0 119 119 0 142 142 0 145 145 0 145 145 

3 Lapas Terbuka Kelas 
II Lombok tengah 24 0 24 24 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 
LPKA Kelas II Lombok 
Tengah 

61 0 61 44 0 44 37 0 37 0 0 0 0 0 0 37 0 37 

5 Lapas Kelas IIB 
Selong 386 0 386 369 0 369 369 0 369 369 0 369 368 0 368 336 0 336 

6 Lapas Kelas IIA 
Sumbawa 619 0 619 610 0 610 610 0 610 499 0 499 499 0 499 555 0 555 

7 Lapas Kelas IIB 

Dompu 371 3 374 336 0 336 273 0 273 287 14 301 305 9 314 295 0 295 

8 Rutan Kelas IIB Praya 

 267 0 267 289 0 289 107 0 107 244 0 244 244 0 244 244 0 244 

9 Rutan Kelas IIB Raba 
Bima 366 9 375 325 8 333 287 7 294 225 6 231 345 11 356 352 9 361 

 TOTAL 3542 187 3729 1997 153 2150 2475 126 2601 2395 162 2557 2945 165 3110 2997 154 3151 
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